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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi visum et repertum bagi jaksa penuntut umum dalam penuntutan 

perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang bahwa, visum et 

repertum merupakan pengganti barang bukti, karena barang bukti tersebut 

berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau bagian tubuh). 

Adanya visum et repertum jaksa dapat menentukan apakah ada hubungan 

sebab akibat antara kematian korban dengan perbuatan terdakwa. 

2. Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam memanfaatkan visum 

et repertum berkaitan dengan perkara kealpaan yang menyebabkan 

matinya orang adalah dari pihak korban yang terkadang menolak atau 

keberatan apabila jenazah korban dilakukan visum, hal ini menyebabkan 

jaksa maupun hakim kesulitan dalam menentukan sebab akibat yang pasti 

tentang kematian korban. 
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B. Saran 

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat memaksimalkan visum et 

repertum sebagai alat bukti dalam penuntutan khususnya pada kasus-kasus 

kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. 

2. Keluarga korban hendaknya dapat mengikhlaskan dilakukannya visum et 

repertum pada korban agar memudahkan penegak hukum dalam 

mengambil keputusan, sehingga dapat tercapai keadilan bagi semua pihak, 

serta Visum et repertum, di dalam penulisannya diharapkan lebih banyak 

memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Apabila 

terdapat istilah-istilah yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, sebaiknya disertai dengan penjelasan ke dalam bahasa 

Indonesia yang menjelaskan istilah tersebut. 
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